NOMOR
LAMPIRAN

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

100.3.3.2/Kep. 313 -Hukum/2025
1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 100.3.3.2/KEP.39-HUKUM /2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI CIREBON,

bahwa dengan adanya penambahan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah yang diajukan oleh
Perangkat Daerah Pemrakarsa, maka Keputusan
Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.39-Hukum /2025
tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala
Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.139-
Hukum/2025 tentang Perubahan atas Keputusan
Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.39-Hukum /2025
tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala
Daerah Tahun 2025 dipandang sudah tidak sesuai
dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.39-
Hukum /2025 tentang Program Pembentukan
Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Menetapkan

KESATU

-2-

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7044);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Mengubah  Lampiran Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 100.3.3.2/Kep.39-Hukum /2025 tentang Program
Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati
Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.139-Hukum/2025 tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 100.3.3.2/Kep.39-Hukum /2025 tentang Program
Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDURML

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

Keputusan-Bupeati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetala}:\cux.

Ditetapkan di Sumber

Tém .
1. Yth. Gubernur Jaw

padajtanggal 27 Wei 2027 3
: </BUPATI CIREBON,

DS

T RARAT 1 CATATAN ! ~ ~IMRON

NS R
bl

a Barat;

2. Yth. Kepala Perangkat Daerah terkait.
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KESATU
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Tembusan:

2-

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7044);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Mengubah  Lampiran Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 100.3.3.2/Kep.39-Hukum/2025 tentang Program
Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati
Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.139-Hukum/2025 tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 100.3.3.2/Kep.39-Hukum /2025 tentang Program
Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025,
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 ¥ei 202°

BUPATI CIREBON,

%

~— IMRON

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah terkait.
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PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 — 321792 Fax.321025
Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

Kepada
Dari
Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

- 189.3.3.2/1097/dUKUM

NOTA DINAS

: Yth. Bupati Cirebon
: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

126 Mei 2925

: Segera 2

: Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.39-
Hukum/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
Tahun 2025.

Tembusan:

Disampaikan dengan hormat, bahwa Program Pembentukan
Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.39-Hukum /2025
tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 100.3.3.2/Kep.139-Hukum/2025 tentang Perubahan atas
Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.39-Hukum /2025
tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025.
Dengan adanya penambahan rancangan Peraturan Kepala Daerah yang
digjukan oleh perangkat daerah pemrakarsa, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap Keputusan Bupati dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk
menandatangani Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.39-Hukum /2025
tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya
Kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUNG HARIAJI, SH{MP
NIP. 19771122 200501 1 006

Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
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Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 — 321792 Fax.321025
Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id
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NOTA DINAS

: Yth. Bupati Cirebon

: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
: 26 Wei 2025
: 180.,3.3,2/1807 /HUKU¥

: Segera

: Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Perubahan

Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.39-
Hukum /2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah
Tahun 2025.

Tembusan:

Disampaikan dengan hormat, bahwa Program Pembentukan
Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025 telah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.39-Hukum/2025
tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 100.3.3.2/Kep.139-Hukum/2025 tentang Perubahan atas
Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.39-Hukum/2025
tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025.
Dengan adanya penambahan rancangan Peraturan Kepala Daerah yang
diajukan oleh perangkat daerah pemrakarsa, maka perlu dilakukan
perubahan terhadap Keputusan Bupati dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk
menandatangani Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.39-Hukum/2025
tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2025.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya
Kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUNG HARIAJI, S
NIP. 19771122 200501 1 006

Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.



